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Biografi

Dinda Keumala adalah seorang Dosen (akademisi) yang sudah bekerja dan
mengabdi selama 23 tahun dan mendapat tugas untuk mengajar mata kuliah
Pendaftaran Tanah, Perbandingan Hukum Tanah, Praktek Pembuatan Akta, Hukum
Waris, Hukum Perbankan dan Hukum Lembaga Keuangan. Selain itu, Dinda
Keumala pernah menjadi Notaris di Kota Tangerang sejak tahun 2022, PPAT di Kota
Tangerang sejak tahun 2007, menjabat sebagai anggota Dewan Kehormatan
Daerah (DKD) Ikatan Notaris Indonesia (INI) Kota Tangerang sejak tahun 2019 —
2023 dan pernah menjadi Anggota Bidang Penelitian dan Pengembangan
Pengurus Wilayah Banten Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PENGWIL Banten
IPPAT) periode tahun 2021-2024. Sejak tanggal 5 Januari 2024, Dinda Keumala
pindah wilayah kerja menjadi Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang, Dinda Keumala banyak diminta untuk
membantu aparat kepolisian di lingkup Polda Metro Jaya dan Barekskrim Mabes
Polri untuk memberikan keterangan ahli dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP)



serta memberikan keterangan ahli di Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pada tahun 2019-2023, Dinda Keumala
beberapa kali menjadi Narasumber Magang Bersama Pengurus Wilayah (Pengwil)
Ikatan Notaris Indonesia (INI) Banten dengan mata kuliah : Teknik Pembuatan Akta
Perbankan dan Akta Jaminan; Teknik Pembuatan Akta Pertanahan. Pada awal bulan
Januari tahun 2024 Dinda Keumala menjadi Guest Speaker pada Collaborative
Teaching Project dengan Universiti Teknologi Mara (UiTM), Malaysia.

Keahlian
Keahlian Hukum Pencapaian Terbaik
Hukum Perbankan 1. Guest Speaker: “An Overview of LAPS SJK in Indonesia”, Faculty of

Law Universitas Trisakti and Faculty of Law Universiti Teknologi Mara
(UiTM) Collaborative Teaching, Zoom Meeting, 17 Januari 2024.

2. Penelitian Kerjasama (Matching Grant) Fakultas Hukum Universitas
Trisakti, Indonesia dan Faculty of Law Universiti Teknologi Mara

(UiTM), Malaysia 2023-2024.

Pendaftaran Tanah dan Hukum | Memperoleh ID Scopus yang pertama untuk artikel “The Dialectic of

Waris Notary Inheritance Deed Arrangement”, Jurnal Yuridika, Vol. 38, No.l,
Januari 2023.
Hukum Agraria, Pendaftaran 1. Notaris di Kota Tangerang (2002);
Tanah, Hukum Perdata, Hukum Notaris di Kota Administrasi Jakarta
Waris, Hukum Perbankan, Selatan (2024).
Hukum

Perseroan. Hulum 2. PPAT di Kota Tangerang (2007).
Kenotariatan, d an Praktek 3. Buku Ajar “Akta-akta PPAT dan Tata
Pembuatan Akta Cara Pembuatannya”, Depok: PT.
Rajawali Buana Pusaka, Februari 2023.
4. Narasumber Magang Bersama yang
diselenggarakan oleh Pengurus
Wilayah Banten Ikatan Notaris
Indonesia (INI) Periode 2019-2023.

5.Saksi Ahli pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan
Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga dan
Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Peran pada Fakultas

Tahun Peran
2024 - 2025 . Pemimpin Redaksi Jurnal Amicus Curiae, Fakultas Hukum Universitas Trisakti
2023 — 2024 . Wakil Pemimpin Redaksi Jurnal Amicus Curiae Fakultas Hukum Universitas
Trisakti
2022 . Tim Pengurusan Aset Universitas Trisakti
2017 - sekarang ° Sekretaris Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trisakti

2001 - sekarang ° Dosen Wali :

1. Mahasiswa Angkatan 2022, Kelas E
2. Mahasiswa Angkatan 2013

3. Mahasiswa Angkatan 2001



https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/37787
https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/37787

Peran di luar Fakultas/Universitas

Tahun Peran
2024 ° Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan
2002 — 4 Januari ° Notaris di Kota Tangerang
2024
2007- 4 Januari ° PPAT di Kota Tangerang
2024

Publikasi

Artikel

Judul

Setiyono, Sugeng Supartono, Dinda Keumala, Khairani Bakri, “Problematika Penetapan Saksi Pelaku yang
Bekerjasama pada Perkara Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Jurnal Lex Jurnalica,
Vol. 21, No. 1, 2024

Dinda Keumala, Ahmad Sabirin “Quo Vadis Technology-Based Companies to issue MVS when conducting
an IPO on the IDXhttps://ejournal.umm.ac.id/index.php/audito/article/view/31710 ”, Jurnal Audito
Comparative Law Journal, Vol. 5 No. 1, 2024

Ibtisam a.k.a Ilyana Ilias, Muhamad Ikhwan Mohd Zain, Nur Ezan Rahmat, Dinda Keumala,”A Comparative
Assessment of Alternative Dispute Resolution for Financial Consumer Protection in Malaysia and
Indonesia”, Environment-Behaviour Proceedings Journal, Vol.8 No.SI13(2023): Sep. Special Issue No. 13.
KICSS2023Kedah:International Conference on Contemporary Legal and Policy Issues (ICCLPI), Kedah,
Malaysia.

Setiyono, Sugeng Supartono, Dinda Keumala, Khairani Bakri, “Rekonstruksi Kebijakan terhadap
Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama pada Perkara Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Aspek
Kemanfaatan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu”, Jurnal De Lege Ferenda Trisakti, Vol. 1., No.2,
September 2023.

Dinda Keumala, “Pendaftaran Tanah untuk Keamanan Kepemilikan Hak atas Tanah : Tinjauan Studi
Literatur”, Jurnal UNES Law Review, Vol. 6, No. 1, September 2023

Dinda Keumala, Setiyono, “Problematika Hukum Pengampuan dalam Proses Peralihan Hak atas Tanah
dan/atau Bangunan”, Jurnal Nawasena, Vol.1, No.1, Juni 2023.

Dinda Keumala, Dyah Setyorini. Buku Ajar “Akta-akta PPAT dan Tata Cara Pembuatannya”, Depok: PT.
Rajawali Buana Pusaka, Februari 2023.

Dinda Keumala, “The Dialectic of Notary Inheritance Deed Arrangement”, Jurnal Yuridika, Vol. 38, No.1,
Januari 2023.
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https://review-unes.com/index.php/law/article/view/769
https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/view/37787

Dinda Keumala, Dian Purnamasari, “Relaksasi Pemberian Kredit Perbankan dalam Masa Pandemi Covid-
19”, Jurnal Prioris, Vol.10, No.2, 2022.

Dinda Keumala, “New Paradigm for Certificate of Inheritance Reqgulation as the Basis of Land Rights
Transfer”, LePALISSHE, 2021, Proceedings of the First Lekantara Annual Conference on Public
Administration, Literature, Social Sciences, Humanities, and Education, Malang, 1 Agustus 2021.

Dinda Keumala, “Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Waris sebagai Dasar Peralihan Hak atas Tanah”, 2020.

Dinda Keumala, “Perbandingan Budaya Hukum terhadap Pajak Penghasilan Hak atas tanah dan/atau
Bangunan karena warisan di Negara Indonesia dengan Negara Belanda dan Negara Malaysia”, 2020.

Dinda Keumala, “Reformulasi Pengaturan Pajak Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan karena
Pewarisan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan”, Disertasi 2019.

Dinda Keumala, “Kebijakan Publik Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang
Berkedudukan di Indonesia”, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Pembangunan Hukum

Nasional dan Hak Asasi Manusia di Bidang Sumber Daya Alam dalam rangka Membangun Negara
Indonesia yang Sejahtera, FH UNS, Surakarta, 3 November 2018

Dinda Keumala, ‘“Permasalahan dalam Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah karena Pewarisan dan Cara
Penyelesaiannya”, Prosiding Seminar Nasional Problematika Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya-
STPN dan Pusat Studi Hukum Agraria FH USAKTI, Jakarta, 7 Oktober 2017

Dinda Keumala, “Tinjauan Yuridis Peralihan Hak atas Tanah karena Jual Beli di Indonesia dan Malaysia“,
Jurnal Globalisasi Hukum Vol. 31, No. 8 Oktober 2015

Dinda Keumala dan Setiyono, Pembaca Ahli dalam buku “Tips Hukum Praktis : Tanah dan Bangunan”,
penerbit : Raih Asa Sukses, Jakarta, Tahun 2009.

Dinda Keumala, “Pendirian Yayasan sebagai suatu Badan Hukum (Analisa Hukum dari Undang-undang
Nomor 16 Tahun 2021 tentang Yayasan)”, Tesis, 2002.

Penelitian

Tahun Judul Skema*

2024 Prosedur Penyelesaian Sengketa pada Lembaga Alternatif Penelitian
Penyelesaian Sengketa pada Sektor Keuangan (Studi Kerjasama
Komparatif Indonesia dan Malaysia) Internasional
Problematika Pengaturan Lembaga Alternatif Penyelesaian Hibah Fakultas

2023 Sengketa Sektor Jasa Keuangan di Indonesia

2022 Relaksasi Pemberian Kredit Perbankan Dalam Masa Pandemi Hibah Fakultas
Covid 19
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http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/Laporan_Hasil_Penelitian_Tinjauan_Yuridis_Surat_Keterangan_Waris_sebagai_Dasar_Peralihan_Hak_Atas_Tanah.pdf
https://onesearch.id/Record/IOS5977.1315
https://onesearch.id/Record/IOS5977.1315
http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/DISERTASI_BU_DINDA_kompres_max_(1).pdf
http://www.karyailmiah.trisakti.ac.id/uploads/kilmiah/dosen/DISERTASI_BU_DINDA_kompres_max_(1).pdf
http://repository.unika.ac.id/20589/1/PROCEEDING%20NCCP%20UNS%202018%20.pdf
http://repository.unika.ac.id/20589/1/PROCEEDING%20NCCP%20UNS%202018%20.pdf
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267762&lokasi=lokal
https://lib.ui.ac.id/detail?id=20267762&lokasi=lokal
https://simppm.trisakti.ac.id/public/data/laporan_penelitian_internal/459/Full-CVBROMUWRRRU70D33LJK08MR24FNUZBO.pdf
https://simppm.trisakti.ac.id/public/data/laporan_penelitian_internal/459/Full-CVBROMUWRRRU70D33LJK08MR24FNUZBO.pdf
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2017 Peran dan Fungsi Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam Hibah Fakultas
Bidang Kewarisan

2016 Aspek Yuridis Pembiayaan dengan Akad Murabahah pada Hibah Fakultas
Bank Syariah

2015 Tinjauan Yuridis Peralihan Hak atas Tanah karena Jual Beli di Hibah Fakultas
Indonesia dan Malaysia

2014 Tinjauan Yuridis Pemberian Pembiayaan pada Bank Syariah Hibah Fakultas

2009 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Hibah Fakultas
Responsibility) Perseroan Terbatas yang Menjalankan
Kegiatan Usaha yang Berkaitan dengan Sumber Daya Alam
(Perbandingan antara Indonesia dan Australia)

2008 Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Personalitas Penduduk Hibah Fakultas
sebagai Salah Satu Unsur Pembentuk Negara : Perbandingan
Indonesia dan Singapura

2007 Kajian Yuridis mengenai Eksistensi Dewan Syariah Nasional Hibah Fakultas
terhadap Kegiatan Lembaga Keuangan dan Investasi Syariah

2007 Aspek Hukum Perikatan dalam Perdagangan Hibah Fakultas
Elektronik/Electronic Commerce : Studi Komparatif antara
Indonesia dan Malaysia

2006 Aspek Hukum Perjanjian Kredit Simpan Pinjam di Bank “X” Hibah Fakultas

1998 Aspek Yuridis Asuransi Kebongkaran (Burglary Insurance) | Penelitian Mandiri

pada PT. Wataka General Insurance Jakarta
(Skripsi)

Pengabdian Masyarakat

Tahun

Judul

Skema*

2024

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan
Jakarta Raya Direktorat Reserse Kriminal Umum berdasarkan
Surat Nomor: B/2358/V/RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal
T Mei 2024.

PKM Mandiri

2024

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perseroan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan
Jakarta Raya Direktorat Reserse Kriminal Khusus berdasarkan
Surat Nomor B/1430/IV/RES.2.6./2024/Ditreskrimsus
tanggal 18 April 2024.

PKM Mandiri

2024

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan
Selatan berdasarkan Surat Nomor :
B/216/IV/RES.2.2./2024/Dit Reskrimsus tanggal 05 April
2024.

PKM Mandiri

2024

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan
Selatan berdasarkan Surat Nomor :
B/191/III/RES.2.2/2024/Dit Reskrimsus tanggal 18 Maret
2024.

PKM Mandiri




2024

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perseroan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan
Jakarta Raya Direktorat Reserse Kriminal Khusus berdasarkan
Surat Nomor: B/957/1II/RES.2.6./2024/Ditreskrimsus tanggal
6 Maret 2024.

PKM Mandiri

2024

Memberikan Penyuluhan Hukum “Sale and Purchase
Agreement and Authentic Deed Making of Land and
Building” pada International Public Community Service for
Diaspora Indonesia in Japan, Fakultas Hukum Universitas
Trisakti — Japan Indonesia Lawyers Association (JILA), Tokyo,
2 Maret 2024.

PKM

Kerjasama
Internasional

2024

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metropolitan
Jakarta Raya Direktorat Reserse Kriminal Umum berdasarkan
Surat Nomor: B/4553/II/RES.1.9/2024/Ditreskrimum tanggal
27 Februari 2024.

PKM Mandiri

2024

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan
Selatan Direktorat Reserse Kriminal Khusus berdasarkan
Surat Nomor : B/152/1I/RES.2.2./2024/Dit Reskrimsus tanggal
22 Februari 2024.

PKM
Mandiri

2024

Memberikan keterangan Ahli Hukum Pertanahan dan Hukum
Perdata pada tanggal 01 Februari 2024 di Pengadilan Negeri
Cibinong pada perkara Nomor : 225/Pdt.G/2023/PN.Cbi).

PKM Mandiri

2024

Memberikan Kuliah Umum “An Overview of LAPS SJK in
Indonesia”, FH TUniversitas Trisakti dan UiTMLaw
Collaborative Teaching, Zoom Meeting, 17 Januari 2024.

PKM

Kerjasama
Internasional

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada tanggal
19 Desember 2023 di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada
perkara Nomor : 265/Pdt.G/2023/PN Lbp.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor Surat :
B/6410/XII/RES.1.24/2023/Ditreskrimum tanggal 15
Desember 2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Resor Metropolitan Jakarta Utara dengan Nomor Surat :
B/1139/XII/RES.1.11/2023/Reskrim tanggal 1 Desember
2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan Perkuliahan “Teknik Pembuatan Akta
Perbankan dan Jaminan” pada Program Magang Bersama
Pengurus Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia, Menara
Topfood, Kota Tangerang, 26 November 2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor Surat
:B4860/X/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 17 Oktober
2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Arbitrase dan Pasar
Modal pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor
Surat : B/4568/X/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 16
Oktober 2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Bisnis pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Direktorat
Reserse Kriminal Khusus dengan Nomor Surat
B/4202/1X/RES.2.6/2023/Ditreskrimsus tanggal 25
September 2023

PKM Mandiri




2023

Memberikan Penyuluhan Hukum “Disputes Resolution
Procedures in the Financial Sector through Alternatives
Dispute Resolution Institution: A Comparatives Study of
Indonesia and Malaysia” pada the 15t Trisakti International
Conference on Law for Social Welfare (TRAILS) 2023, Jakarta,
26 September 2023.

Hibah Trisakti

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada tanggal 8
Desember 2023 di Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI) dalam Permohonan Arbitrase Nomor : 45097/X/ARB-
BANI/2022.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Pasar Modal pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor Surat :
B/19283/VIII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 23
Agustus 2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perseroan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor Surat :
B/3494/VIII/RES.1.11/2023/Ditreskrimum tanggal 10 Agustus
2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan Penyuluhan Hukum “Rekonstruksi Kebijakan
terhadap Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice
Collaborator) ddalam Perkara Tindak Pidana Korupsi” pada
Sosialisasi Hasil Penelitian Unggulan Fakultas, Pekan Ilmiah
Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta, 8 Juli 2023.

Hibah Fakultas

2023

Launching Buku Ajar “Akta-akta PPAT dan Tata Cara
Pembuatannya” pada Pekan Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Trisakti, Jakarta, 8 Juli 2023.

Hibah Fakultas

2023

Memberikan Penyuluhan Hukum “Problematika Pengaturan
Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa
Keuangan di Indonesia” pada Sosialisasi Hasil Penelitian
Unggulan Fakultas, Pekan Ilmiah Fakultas Hukum Universitas
Trisakti, Jakarta, 8 Juli 2023.

Hibah Fakultas

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan Nomor Surat :
B/2368/VI/RES.2.2./2022/Ditreskrimsus tanggal 14 Juni 2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata Waris pada
Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana
Ekonomi dan Khusus dengan Nomor  Surat
B/143/VI/RES.1.8./2023/Dittipideksus tanggal 6 Juni 2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Kenotariatan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Direktorat Reserse Kriminal Khusus dengan Nomor Surat :
B/7438/V/RES.2.6/2023/Ditreskrimsus tanggal 30 Mei 2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan Pelatihan “Teknik Pembuatan Akta Perbankan
dan Jaminan” pada Program Magang Bersama Pengurus
Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia, Menara Topfood,
Kota Tangerang, 28 Mei 2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perseroan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor Surat :
B/4311/V/2023/Ditreskrimum tanggal 22 Mei 2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan keterangan Ahli Kenotariatan pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Timur Resor
Kutai Kartanegara dengan Nomor Surat
B/454/I11/RES.5.5./2023/Reskrim tanggal 15 Maret 2023.

PKM Mandiri

2023

Memberikan Pelatihan “Teknik Pembuatan Akta Pertanahan”
pada Program Magang Bersama Pengurus Wilayah Banten

PKM Mandiri




Ikatan Notaris Indonesia, Menara Topfood, Kota Tangerang,
25 Februari 2023.

2023

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor Surat :
B/3554/11/RES.1.9/2023/Ditreskrimum tanggal 20 Februari
2023.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada tanggal 6
Desember 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya pada perkara
Nomor : 74/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN. Niaga.Sby.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Hukum Kenotariatan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor Surat :
B/1894/X/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 25 Oktober
2022.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada tanggal 8
September 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada
perkara Nomor : 22/PDT.SUS-GLL/2022/PN.NIAGA.JKT.PST.

PKM Mandiri

2022

Memberikan Penyuluhan Hukum “The Dialectic of Notary
Inheritance Deed Arrangement“ pada 3¢ International
Conference on Law Reform Understanding Law Reform on
Post Covid-19 Pandemic, Malang, 22-23 Juli 2022.

Hibah Fakultas

2022

Memberikan keterangan Ahli Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor
Surat: B/10365/VI/RES.1.9/2022/Ditreskrimum tanggal 15
Juni 2022.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT) pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah
Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor
Surat : B/8998/VI/RES.1.9./2022/Ditreskrimum tanggal 9 Juni
2022.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Kenotariatan pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Resor Metro
Jakarta Selatan dengan Nomor Surat
B/4481/V/2022/Reskrim Jaksel tanggal 10 Mei 2022.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Hukum Bisnis pada Kepolisian
Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya Direktorat
Reserse Kriminal Khusus dengan Nomor Surat
B/1983/IV/RES.2.6./2022/Ditreskrimsus tanggal 22 April
2022.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan tanggal 13
April 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkara
Nomor : 1033/Pid.B/2021/PN.Jkt.Sel.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata tanggal 21
Maret 2022 di Pengadilan Negeri Tangerang pada perkara
Nomor : 727/Pdt.G/2021/PN.Tng.

PKM Mandiri

2022

Memberikan Pelatihan “Teknik Pembuatan Akta Perbankan
dan Akta Jaminan” pada Program Magang Bersama Pengurus
Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia, Menara Topfood,
Kota Tangerang, 27 Februari 2022.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
dengan Nomor Surat : B/275/11/RES.2.5/2022/Ditreskrimsus
tertanggal 4 Februari 2022.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata tanggal 3
Februari 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada
perkara Nomor : 482/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Brt.

PKM Mandiri




2022

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
dengan Nomor Surat : B/545/1/2022/Res.JT tertanggal 24
Januari 2022.

PKM Mandiri

2022

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada tanggal 5
Januari 2022 di Pengadilan Negeri Surabaya pada perkara
Nomor : 739/Pdt.G/2021/Pn.Sby.

PKM Mandiri

2021

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro ]aya
dengan Nomor Surat :
B/19419/XI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum, November 2021.

PKM Mandiri

2021

Memberikan Pelatihan “Teknik Pembuatan Akta Perbankan
dan Akta Jaminan” pada Program Magang Bersama Pengurus
Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia, Menara Topfood,
Kota Tangerang, 28 November 2021.

PKM Mandiri

2021

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro ]aya
dengan Nomor Surat :
B/2560/XI/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tertanggal 4
November 2021.

PKM Mandiri

2021

Memberikan keterangan Ahli Hukum Agraria pada tanggal
28 September 2021 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat
dengan Nomor Perkara : 271/Pdt.G/2021/PN. Jkt.Brt.

PKM Mandiri

2021

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Resor Metropolitan Jakarta Barat dengan Nomor Surat
B/1490/1X/2021/Sat Reskrim/Res JB tertanggal 23 September
2021.

PKM Mandiri

2021

Memberikan Penyuluhan Hukum “New Paradigm for
Certificate of Inheritance Regulation as the Basis of Land
Rights Transfer”, pada the 15t LEkantara Annual Conference
on Government Science, Public Administration, Politics, Law
and Social Sciences (LeGALS), 3 Agustus 2021.

Hibah Fakultas

2021

Memberikan penyuluhan hukum “Keabsahan Sertipikat

Tanah Pengganti jika yang hilang Ditemukan”, Hukum
Online, 7 Juli 2021.

PKM Kerjasama IKA
FH USAKTI dan
Hukum Online

2021

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro ]aya
dengan Nomor Surat
B/11631/VII/RES.1.11/2021/Ditreskrimum tanggal 2 ]u11
2021.

PKM Mandiri

2021

Memberikan keterangan Ahli Hukum Waris pada Polri
Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum
dengan Nomor Surat : B
1295/VI/RES.1.19/2021/Ditreskrimum tanggal 29 Juni 2021.

PKM Mandiri

2021

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada tanggal 5
Mei 2021 di Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada perkara
Nomor :2/Pid.Pra/2021/PN.Tpg.

PKM Mandiri

2021

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Metro Jaya
Resort Metro Jakarta Timur dengan Nomor Surat
B/2644/1V/2021/Res. JT tanggal 23 April 2021.

PKM Mandiri

2021

Memberikan keterangan Ahli Hukum Kenotariatan pada Polri
Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum
dengan Nomor Surat : B/1022/IV/RES.1.9/2021/Ditreskrimum
tanggal 13 April 2021.

PKM Mandiri

2021

Memberikan Penyuluhan Hukum “Ketentuan Hak Guna
Bangunan untuk PMA”, Hukum Online, 7 April 2021.

PKM Kerjasama IKA
FH USAKTI dan
Hukum Online



https://www.hukumonline.com/klinik/a/keabsahan-sertifikat-tanah-pengganti-jika-yang-hilang-ditemukan-lt5faa3ae7ec5c8/
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https://www.hukumonline.com/klinik/a/ketentuan-hak-guna-bangunan-untuk-pma-cl1238/

2021

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada
Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan
Timur Resor Kota Samarinda dengan Nomor Surat
B/111/111/2021/Reskrim tanggal 05 Maret 2021.

PKM Mandiri

2020

Memberikan keterangan ahli Hukum Kenotariatan pada
tanggal 3 Februari 2021 di Pengadilan Negeri Tangerang
dengan nomor surat panggilan ahli dari Kejaksaan Negeri
Tangerang Selatan Nomor : B/180/Eoh.2/PDM-12/2020.

PKM Mandiri

2020

Memberikan keterangan ahli Perbankan Syariah pada Badan
Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan
Khusus dengan nomor surat
B/290/XII/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 8 Desember
2020.

PKM Mandiri

2020

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada Polri
Daerah Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum
dengan nomor surat :
B/4012/XI/RES.1.11/2020/Ditreskrimum tanggal 25
November 2020.

PKM Mandiri

2020

Memberikan Penyuluhan Hukum “Surat Keterangan Waris
sebagai Dasar Peralihan Hak” pada Kajian Bareng Syiar 70,
Sesi 9, Jakarta, 11 Oktober 2020.

PKM Mandiri

2020

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada Badan
Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan
Khusus dengan nomor surat
B/5315/1X/RES.1.11/2020/Dittipideksus tanggal 4 September
2020.

PKM Mandiri

2020

Memberikan Pelatihan “Teknik Pembuatan Akta Perbankan
dan Akta Jaminan pada Program Magang Bersama Pengurus
Wilayah Banten Ikatan Notaris Indonesia, Menara Topfood,
Kota Tangerang, 22 Agustus 2020.

PKM Mandiri

2020

Memberikan keterangan ahli Hukum Perbankan dalam
perkara Nomor : 664/PID. SUS/2020/PN. Jkt.Sel, Nomor :
665/PID.SUS/2020/PN. Jkt.Sel dan Nomor
666/PID.SUS/2020/PN. Jkt.Sel pada tanggal 10 Agustus 2020
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PKM Mandiri

2020

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada Badan
Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan
Khusus dengan nomor surat
S.Pgl/661/1II/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 5 Maret
2020.

PKM Mandiri

2020

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan pada Badan
Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan
Khusus dengan nomor surat
S.Pgl/605/1I/RES.2.2/2020/Dittipideksus tanggal 27 Februan
2020.

PKM Mandiri

2020

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata, Hukum
Agraria dan Kenotariatan dalam perkara nomor
271/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Utr pada tanggal 30 Januari 2020 di
Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

PKM Mandiri

2018

Memberikan keterangan Ahli Hukum Kenotariatan pada
Polres Metro Jakarta Utara dengan Nomor Surat
B/7129/XI/RES.1.9/2019/Reskrim tanggal 16 November
2018.

PKM Mandiri

2018

Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata Waris pada
Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan
Nomor Surat : B/2092/X/RES.1.8./2018/Ditreskrimum tanggal
3 Oktober 2018.

PKM Mandiri

2018

Memberikan keterangan Ahli Hukum Pertanahan dalam
perkara Nomor :394/Pdt.G/2017/PN.Sby jo Perkara

PKM Mandiri




Intervensi Nomor : 394/Pdt.Int/2017PN.Sby pada tanggal 26
Maret 2018 di Pengadilan Negeri Surabaya.

2018 Memberikan keterangan Ahli Hukum Waris Perdata Barat PKM Mandiri
pada Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum
dengan Nomor Surat : B/416/11/2018/Ditreskrimum tanggal
22 Februari 2018.

2017 Memberikan keterangan Ahli Hukum Perdata pada Polda PKM Mandiri
Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum dengan Nomor
Surat : B/1417/X/2017/Direskrimum tanggal 16 Oktober
2017.

2017 Memberikan keterangan Ahli Kenotariatan pada Direktorat PKM Mandiri
Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat dengan Nomor
Surat : B/2704/X/2017/Ditreskrimum tanggal 11 Oktober
2017.

2017 Memberikan Penyuluhan Hukum “Permasalahan dalam PKM Mandiri
Pendaftaran Peralihan Hak atas Tanah karena Pewarisan dan
Cara Penyelesaiannya” pada Seminar Nasional Problematika
Pertanahan dan Strategi Penyelesaiannya-STPN dan Pusat
Studi Hukum Agraria FH USAKTI, Jakarta, 7 Oktober 2017.

2016 Memberikan keterangan Ahli Kenotariatan pada Polda Metro PKM Mandiri
Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor Surat :
B/1903/VII/2016/Ditreskrimum tanggal 28 Juli 2016.

2016 Memberikan keterangan Ahli Hukum Perbankan dalam PKM Mandiri
perkara Nomor : 502/PDT.G/PN.JKT.PST pada tanggal 01 Juni
2016 di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

2015 Memberikan keterangan Ahli Kenotariatan pada Polda Metro PKM Mandiri
Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor Surat :
B/1976/VIIl/2015/Ditreskrimum tanggal 24 Agustus 2015.

2013 Memberikan keterangan Ahli Kenotariatan pada Polda Metro PKM Mandiri
Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum Nomor Surat :
B/10083/VIIl/2013/Datro tanggal 28 Agustus 2013.
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